
 
 

 
BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  

NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota 

Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, 

tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kota Besart Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor  210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006    

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 6177); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

cara pemberian pemanfaatan insentif Pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun  

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18        

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor  2,   Tambahan  Lembaran 

Negara   Republik Indonesia  Nomor 6623 ); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12    

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas  

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12    

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan; 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana        

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaaan Investasi Pemerintah 

Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri             

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum;  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional; 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan;  

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 

tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6            

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Perubahan  Kedua atas Peraturan Daerah 

Nomor  6  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Tahun 2023 Nomor 13); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8            

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1); 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2023 Nomor 1); 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  

dan 

BUPATI MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Bupati adalah Bupati Madiun. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

Pasal 2 

 
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah   Rp. 2.078.781.199.730,00 

b. Belanja Daerah   Rp. 2.227.958.771.752,00 

                     Defisit             (Rp. 149.177.572.022,00) 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Pembiayaan Rp.      156.677.572.022,00 

2. Pengeluaran Pembiayaan  Rp.        7.500.000.000,00 

               Pembiayaan Netto     Rp. 149.177.572.022,00                 

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp.                         0,00 
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Pasal 3 

 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar     

Rp.2.078.781.199.730,00 yang bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer.   

 

Pasal 4 

 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp.338.136.146.121,00 yang terdiri atas : 

a. Pajak Daerah;   

b. Retribusi Daerah;    

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan   

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.    

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.103.300.000.000,00. 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.22.437.429.611,00. 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.075.097.267,00. 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.203.323.619.243,00. 

 

Pasal 5 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp.1.740.645.053.609,00 yang terdiri atas : 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan   

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.   

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.1.627.834.780.000,00. 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.112.810.273.609,00. 
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Pasal 6 

 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar        

Rp.2.227.958.771.752,00 yang terdiri atas : 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

 

Pasal 7 

 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a 

direncanakan sebesar Rp.1.555.128.004.919,00 yang terdiri atas : 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Subsidi; 

d. Belanja Hibah; dan 

e. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan 

sebesar Rp.883.734.512.440,00. 

(3)    Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b 

direncanakan sebesar Rp.546.440.547.409,00. 

(4)    Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan 

sebesar Rp.285.800.000,00. 

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan 

sebesar Rp.118.224.112.690,00. 

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e 

direncanakan sebesar Rp.6.443.032.380,00. 

 

Pasal 8 

 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 

direncanakan sebesar Rp.242.968.848.291,00 yang terdiri atas : 

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;  

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 

e. Belanja Modal Aset Lainnya. 
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(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

huruf a direncanakan sebesar Rp.205.000.000,00. 

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

huruf b direncanakan sebesar Rp.83.374.957.407,00. 

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.98.490.684.459,00.   

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

huruf d direncanakan sebesar Rp.1.264.050.650,00. 

(6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e 

direncanakan sebesar Rp.919.095.475,00. 

 

Pasal 9 

 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 

direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Tidak 

Terduga. 

Pasal 10 

 

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d 

direncanakan sebesar Rp.419.861.918.542,00 yang terdiri   atas : 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.8.658.754.000,00. 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.409.811.136.000,00. 

Pasal 11 

 
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas : 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 
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Pasal 12 

 
(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf a direncanakan sebesar Rp.156.677.572.022,00 berupa Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan Pencairan Dana 

Cadangan. 

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf direncanakan sebesar 

Rp.116.677.572.022,00. 

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00. 

 

Pasal 13 

 

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf b direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,00 berupa Penyertaan 

Modal Daerah. 

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,00. 

 

Pasal 14 

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja 

Daerah mengakibatkan terjadinya (Defisit) sebesar Rp.149.177.572.022,00. 

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 

Rp.149.177.572.022,00. 

Pasal 15 

 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau 

dapat pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun     

Anggaran 2024. 

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perubahan APBD atau dalam hal 

Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD maka pengeluaran 

tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 
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(3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat Peraturan 

Perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau   

Masyarakat. 

Pasal 16 

 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini, yang terdiri dari : 

1. Lampiran I  :  Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 

jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

2.  Lampiran II  : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi; 

3.  Lampiran III  : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, 

kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

4.  Lampiran IV   :   Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan 

subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;  

5.  Lampiran V  : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

6.  Lampiran VI    : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm; 

7.  Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan 

APBD;
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8.  Lampiran VIII :  Sinkronisasi program kegiatan dan sub kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD; 

9. Lampiran IX  : Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas 

nasioanal dengan program prioritas daerah; 

10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;  

11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah; 

12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

lainnya; 

13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-

lain; 

14. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran yang direncanakan; 

15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;   

16. Lampiran XVI : Daftar pinjaman daerah; 

 

Pasal 17 

 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 

   Pasal 18 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. 

 

Ditetapkan di Caruban 

pada tanggal 29 Desember 2023 

 
Pj. BUPATI MADIUN, 

             ttd. 

 

          TONTRO PAHLAWANTO 

 

Diundangkan di Caruban 

Pada tanggal 29 Desember 2023 

 
Pj.SEKRETARIS DAERAH,  

 
        ttd. 

 

SODIK HERY PURNOMO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 5 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 250-5/2023 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 

elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),  

Badan Siber dan Sandi Negara 


		2024-01-23T07:49:21+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




